BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.433, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Nila Pabean.
Perhitungan Bea M asuk.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/PMK.04/2010
TENTANG
NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Nila Pabean  Untuk
Penghitungan Bea Masuk;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI

PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
3. Orang saling berhubungan atau berhubungan adalah:
a. pegawal atau pimpinan pada suatu perusahaan sekaligus pegawal atau

b.

pimpinan pada perusahaan lain;

mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam
perdagangan;

pekerja dan pemberi kerja;

. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung

memiliki, mengendalikan, atau memegang 5% (lima persen) atau lebih
saham yang beredar dari salah satu dari mereka;

mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung
mengendalikan pihak lainnya;

mereka yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh
pihak ketiga;

mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung
mengendalikan pihak ketiga; atau

. mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, isteri,

orang tua, anak, adik dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek,
cucu, paman, bibi, keponakan, mertua, menantu, dan ipar.

4. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor
barang.
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Dua barang dianggap identik atau yang selanjutnya disebut barang identik
adalah gpabila keduanya sama dalam segala hal, paling tidak karakter fisik,
kualitas, dan reputasinya sama, serta:

a. diproduks oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b. diproduks oleh produsen lain di negarayang sama.

Dua barang dianggap serupa atau yang selanjutnya disebut barang serupa
adalah apabila keduanya memiliki karakteristik dan komponen material
yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara
komersial dapat dipertukarkan, serta:

a. diproduks oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b. diproduks oleh produsen lain di negarayang sama.

Bukti nyata atau data yang objektif dan terukur adalah bukti atau data
berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen
tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka,
kata dan/atau kalimat.

Tingkat Perdagangan (commercial level) adalah tingkatan atau status
pembeli misalnyawhole seller, retailer, dan end user.

Database Nilai Pabean adalah kumpulan data nilai barang impor dalam
Cost, Insurance, dan Freight (CIF) dan/atau nilai barang impor yang telah
dilakukan penghitungan kembali, yang tersedia di dalam Daerah Pabean.

Pengujian kewgaran adalah kegiatan penelitian nilai pabean yang
dilakukan oleh Pgjabat Bea dan Cukai dalam rangka menilai kewgjaran atas
pemberitahuan nilai pabean.

Informasi Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat dengan INP adalah
pemberitahuan Pgabat Bea dan Cuka kepada importir untuk menyerahkan
pernyataan tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang
diimpor.

Deklaras Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat dengan DNP adalah
pernyataan importir tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang
yang diimpor dengan disertai dokumen pendukungnya.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai tempat dipenuhinya kewgjiban pabean sesua dengan ketentuan
Undang-Undang K epabeanan.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di
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Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang K epabeanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pegjabat Bea dan Cuka adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

Nilal pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari
barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean
dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan
Freight (CIF).

Pasal 3

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat
ditentukan berdasarkan nilal transaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1), nila pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang
Identik.

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat
ditentukan berdasarkan nilal transaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) dan nila transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang serupa.

(3) Dalam ha nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat

ditentukan berdasarkan nilal transaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1), nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan nilal transaks barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
nilai pabean ditentukan berdasarkan metode deduksi.

(4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat

(5)

ditentukan berdasarkan nilal transaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1), nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), nilai transaks barang serupa sebaga mana dimaksud pada ayat (2), dan
metode deduks sebagamana dimaksud pada ayat (3), nila pabean
ditentukan berdasarkan metode komputasi.

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat

ditentukan berdasarkan nilal transaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1), nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1), nilai transaksi barang serupa sebaga mana dimaksud pada ayat (2),
metode deduks sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan metode
komputas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nila pabean ditentukan
berdasarkan metode pengulangan (fallback).

Pasal 4

Atas permintaan importir, penentuan nila pabean berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dapat digunakan mendahului
ketentuan sebaga mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(1)

(2)
3)

BAB Il
KETENTUAN NILAI PABEAN
UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Bagian Pertama
Nilal Transaksi
Pasal 5

Nilai transaksl sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (1) merupakan
harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli
kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah
Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nila yang harus
ditambahkan pada nila transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai
tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang
seharusnya dibayar.

Nila transaks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari
suatu transaksi jual beli dalam kondis persaingan bebas.

Biayabiaya dan/atau nilai-nila sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. biaya yang dibayar olen pembeli yang belum tercantum dalam harga
yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:

1. komis dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian;

2. biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang
bersangkutan; dan

3. biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja
pengepakan;

b. nila dari barang dan jasa berupa:
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